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ABSTRAK 
 
 
ISRAN HIPPY. H1115097. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITAS SOSIAL KORBAN 
PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO 
 
[image: ]Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam proses rehabilitas sosial terhadap korban penyalagunaan narkotika, di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empriris dengan pendekatan Undang-undang dengan model penyajian secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam bentuk Kerjasama antara BNN Provinsi, Dinas sosial dan Lembaga rehabilitasi sosial Ummu Syahidah Gorontalo. Proses pelaksanaan berupa program therapeutic communities (TC) terapi komunitas dengan 12 steps (dua belas langkah), Pasca rehabilitasi/Tahap bina lanjut (after care), melalui pendekatan keagamaan, dan keterampilan sebagai pembekalan sosial. 2) Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika di Kota Gorontalo selain masih minimnya unit penyelenggara rehabilitasi, masyarakat masih minim pemahaman bahwa para pecandu atau pemakai narkotika yang melaporkan diri tidak dipidana sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan para orang tua atau pihak keluarga untuk melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN.   Penelitian ini merekomendasikan perlunya memaksimalkan penegakan perlunya menyegerakan terbitnya Undang-undang perlindungan korban penyalahgunaan narkotika, serta memaksimalkan pedoman berinteraksi dilingkungan satuan Pendidikan masing-masing.  
 
Kata kunci: pelaksanaan rehabilitasi sosial, rehabilitasi narkotika 










ABSTRACT 
 
 
ISRAN HIPPY. H1115097. THE LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL REHABILITATION OF VICTIMS OF 
NARCOTICS ABUSE IN GORONTALO CITY 
 
[image: ]This study aims to find out the implementation and obstacles in the process of social rehabilitation of victims of narcotics abuse, in Gorontalo City. This study employs the empirical and Law approaches with a qualitative presentation model. The result shows that 1) The implementation of social rehabilitation is carried out in the form of cooperation between the Provincial National Narcotics Agency, Social Service, and Ummu Syahidah Gorontalo social rehabilitation institution. The implementation process is in the form of a Therapeutic Communities (TC) program with 12 steps (twelve steps), post-rehabilitation/aftercare stage, through a religious approach, and skills as social provision. 2) Obstacles in the implementation of social rehabilitation for narcotics addicts in Gorontalo City, in addition to the lack of rehabilitation organizing units, the community still has less understanding that the addicted or drug users who report themselves are not convicted so it raises concerns and fears of parents or families to report/bring their children to the rehabilitation center or National Narcotics Agency office.   This study recommends the need to optimize the enforcement of the need to hasten the issuance of the Law on the protection of victims of narcotics abuse, as well as maximize the guidelines for interacting within each education unit. 
 
Keywords: implementation of social rehabilitation, narcotics rehabilitation 
 

















DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 		i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 		ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI		iii
PERNYATAAN		iv
KATA PENGANTAR 		v
ABSTRAK		vii
ABSTRACT		viii
DAFTAR ISI		ix
BAB I PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang 		1
	1.2	Rumusan Masalah 		7
      1.3	Tujuan Penelitian		7
	1.4	Manfaat Penelitian		7
BAB II TINJAUAN TEORI		9
	2.1	Pengertian dan Penggolongan Narkotika 	     	9
	2.2	Tindak Pidana dan Penggolongan Narkotika 		12
	2.3	Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika 		15
	2.4	Pengertian Korban 		22
	2.5	Korban dalam Aspek Viktimologi 		25
      2.6	Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunan Narkotika 	     27
	2.7	Kerangka Pikir 		30
	2.8	Defenisi Operasional 		31
BAB III METODE PENELITIAN		33
      3.1	Jenis Penelitian 	 	33
	3.2	Objek  Penelitian 		33
	3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian 		33
      3.4	Jenis dan Sumber Data 		34
	3.5	Populasi dan Sampel		34
      3.6	Teknik Pengumpulan Data 	     35
	3.7	Teknik Analisis Data 	     36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
      4.1	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika 	 	33
4.1.1 Pelaksanaan Rehabilitasi atas Hasil Rekomendasi Tim Asesment		43
4.1.2 Pelaksanaan Rehabilitasi atas atas putusan Pengadilan		44
	4.2	Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Penyalahguna Narkotika 		33
        4.2.1 Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Rehabilitasi Narkotika	50
        4.2.2 Masyarakat Takut Melapor		56
BAB V PENUTUP		61
      5.1     Kesimpulan 	 	61
	5.2	Saran 		62
DAFTAR PUSTAKA		63























BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah 
Era globalisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat. Terlebih dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, berdampak pula terhadap meningkatnya arus informasi dan komunikasi transnasional yang dapat disalahgunakan untuk tujuan yang negatif atau bahkan kearah tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang mengalami transformasi yaitu perkembangan pesat penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya menjadi urusan domestik bahkan menjadi perhatian internasional, dengan kata lain penyalahgunaan narkotika berubah dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan yang transnasional. [footnoteRef:1] [1:  Peredaran Gelap Narkotika 1988 (United Nation Convention Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988). Sebagaimana dikutip dalam; Tatas Nur Arifin, Implementasi Rehabilitasi pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal badan narkotika nasional (Malang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013), h. 7.] 

 (
1
)Pada dasarnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasionalsuatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. 
Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukanpenegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.
Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut.
Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi paraterpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.
Setelah undang-undang narkotika berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI no.7 / 2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menetapkan pecandu Narkotika dip anti Rehabilitas dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang penetapan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu N arkotika ke dalam lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial yang merupakan surat Revisi dari surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2009, surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju di dalam pembangunan Paradigma penghentian Kriminalisasi atau Dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. 
Berdasarkan data yang diperolah bahwa di Indonesia, jumlah pengguna narkotika terus meningkat tiap tahunnya. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, jumlah penyalahgunaan narkotika pada tahun 2018 sebanyak 3,4 juta orang, meskipun mengalami penuruunan sejak beberapa tahun terakhir, mislanya pada tahun 2015 mencapai 3.8 juta, namun penurunan dianggap tidak signifikan. Di provinsi Gorontalo sendiri berdasarkan data yang dirilis oleh Kepolisian daerah Gorontalo melalui Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus menyebut jumlah kejahatan narkoba di Provinsi Gorontalo selama 2020 mengalami kenaikan sebesar 28,70 persen dibanding tahun sebelumnya yakni tahun 2019. Menurut data kepolisian daerah, sebanyak 131 kasus yang terdiri dari 80 kasus narkotika dan 51 kasus terkait barang berbahaya, dengan jumlah tersangka 117 orang adalah tersangka narkotika dan 62 orang adalah tersangka barang berbahaya berhasil diungkap Polda Gorontalo beserta Polres jajaran khususnya dibidang reserse narkoba, dan untuk di Kota Gorontalo sepanjang 2021 terdata 28 orang menjalani rehabilitasi. [footnoteRef:2] [2:  Humas Polda Gorontalo, 1 Desember 2020 dikutiip dari (https://daerah.sindonews.com/read/285540/193/sepanjang-2020-kasus-kejahatan-narkoba-di-gorontalo-meningkat-1609341152) siakses pada 6 Agustus 2021] 

Berkaitan dengan hal tersebut, penanganan narkotika khusunya pecandu dan korban penyalagunaan narkotika telah mengalami perubahan paradigma, sehingga pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mewajibkan menjalani pemulihan atas ketergantungan melalui rehabilitas, baik rehabilitasi medis maupun Rehabilitas Sosial. Perubahan paradigma tersebut berkaitan erat dengan reformasi hukum pidana dalam undang-undang narkoba di Indonesia yang merupakan bentuk lngkah pembaharuan hukun pidana nasional yang menunjukan adanya kebijakan yang bertujuan agar pengguna narkotika dapat terlepas dari ketergantungan, karena tipikal kejahatan ini berbeda disbanding kejahatan yang lain, sehingga pemidanaan dianggap tidak efektif terhadap penyalahguna atau pecandu, karena mereka sejatinya adalah korban dari produsen bandar atau bahkan pengedar yang semata-mata mencari keuntungan dari kejahatan tersebut.[footnoteRef:3] [3:  Desviani, 2016, Krisis Indonesia Akibat Gobalisasi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 21] 

[bookmark: _Hlk508184040]Terkait pelaksanan rehabilitasi ditengah keterbatasan sarana dan sarana rehabilitasi untuk mengurangi pengaruh narkoba sangatlah penting terhadap suskes tidaknya perlawanan dan pencegahan dampak buruk peredaran gelap narkotika di Indonesia, namun belum dilaksanakan secara ideal, seperti halnya di provinsi Gorontalo pada awal tahun 2020 Berdasarkan data yang dirilis oleh BNN Provinsi Gorontalo dari 10.600 kasus narkoba yang terdata oleh BNNP, hanya sebanyak 1.200 kasus yang tertanggani, sehingga masih ada 9.400 kasus yang belum tertangani, ini akan jadi ancaman bagi kita semua jika tidak ditangani.[footnoteRef:4] Melihat kenyataan yang ada, bahwa rehabilitasi social merupakan bagian dari amanat perundangan-undangan, dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional” ditambah dengan adanya Perda Provinsi Gorontalo Nomor 04 tahun 2016 tentang narkoba yang mewajibkan pemerintah daerah meningkatkan pelayanan terhadap pencegahan dampak buruk narkoba termasuk berkontribusi pada rehabilitasi, maka calon peneliti tertarik untuk menganalisisnya dalam satu usulan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Korban Penyalagunaan Narkotika di Kota Gorontalo” [4:  BNNP Gorontalo, (https://dprd.gorontaloprov.go.id/2019/11/22/9-400-kasus-narkoba-pisikotropika-belum-tertangani-dengan-baik/)] 

1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimanakah upaya pelaksanaan Rehabilitas sosial terhadap korban penyalagunaan Narkotika di Kota Gorontalo?
2. Faktor-fakktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Rehabilitas sosial terhadap korban penyalagunaan Narkotika di Kota Gorontalo?
1.3. Tujuan penelitian
Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. [bookmark: _Hlk508186240]Untuk mengetahui upaya pelaksanaan Rehabilitas sosial terhadap korban penyalagunaan Narkotika di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Rehabilitas sosial terhadap korban penyalagunaan Narkotika di Kota Gorontalo.
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberi manfaatbagi :
1. Lembaga pendidikan yang mempelajari Ilmu Hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sebagai bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di bidang Hukum Pidana, khusunya terkait rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunna narkotika.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan dalam pemberian rehabilitasi.







BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _Hlk508189188][bookmark: _Hlk508189268]Pengertian dan Penggolongan Narkotika
Selain dari definisi narkotika dari berbagai referensi yang ada pada literatur, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan narkotika dapat ditemui dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penjelasan umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, Narkotika dan Psikotropika sebenarnya merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan. 
 (
8
)Sebagai bagian dari zat yang berguna bagi pengobatan baik dari alam atau kimiawi yang dalam takaran (dosis) yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Obat dengan dosis terlalu rendah tidak atau jarang menimbulkan efek penyembuhan, sedangkan obat dengan dosis yang terlalu tinggi akan menimbulkan efek toksis dan dapat mengakibatkan kematian (dosis letal/dosis fatal). Suatu obat yang ideal adalah obat yang bekerja dengan cepat, untuk waktu tertentu saja dan secara selektif. Artinya hanya berkhasiat terhadap penyakit tertentu tanpa aktivitas lain. Tujuan pengobatan adalah untuk mendapatkan efek terapeutik (efek pengobatan) seperti yang diinginkan. Suatu pengobatan dalam jangka waktu yang lama, biasanya akan berpengaruh pula terhadap tubuh manusia yang memakai obat. Akibatnya organisme menjadi kurang peka terhadap obat tersebut dan peningkatan dosis terjadi terus-menerus. Apabila pemberian obat dihentikan maka akan timbul gejala ketergantungan baik psikis maupun jasmani.[footnoteRef:5] [5:  Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, PT Mandar maju, Bandung. Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum, hal 12] 

Dalam literatur misalnya Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Sudarto dalam buku tindak pidiana narkotika menjelaskan bahwa: “Kata narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.” Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkanketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebutbekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisinarkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).”[footnoteRef:6] [6:  Taufik Makarao, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, hlm. 17] 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapatmenimbulkan ketergantungan.  Narkotika dapat menimbulkan pengaruhtertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkanobat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengantimbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakatterutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipuntidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinyapenyalahgunaan Narkotika (obat).
Bahaya bila menggunakan Narkotikabila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantunganobat (ketagihan). Menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnyarasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”
Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual(kebiasaan) yang sangat tinggi Ketiga sifat narkotika ini yangmenyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis jenis narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.  Setiap golongan narkotikamemiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:[footnoteRef:7] [7:  Partodihardjo, 2008, Kenali Nerkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Erlangga Group, Jakarta, hal 8] 

· Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sertamempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Ganja.
· Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakansebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atauuntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensitinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin.
· Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyakdigunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengebangan ilmu pengetahuanserta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein.
2.2 [bookmark: _Hlk508189420]Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tenang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4(empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkanpidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undangNarkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Secara filosofis pembentukan undang-undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban darikejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang telahpernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi.Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satutujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai self victimizingvictims  adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut danefek jera terhadap individu tersebut.
Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuanpidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 tersebut di antaranya adalah:
Pasal 111 dirumuskan bahwa:(1)  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahundan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).(2)  Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendamaksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).
Pasal 118 “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukummemproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkanNarkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahundan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah).(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor,atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimanadimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
Sedanglan pasal-pasl yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang dapat di rehaibilitasi, antara lain diatur dalam pasl-pasal berikut ini:
1. Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun; b.  Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun; danc. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pasal 128 (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2)  Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. (3)  Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalanirehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumahsakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk olehpemerintah tidak dituntut pidana.(4)  Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimanadimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatanyang ditetapkan oleh Menteri.
2.3 Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika
2.3.1 Pengertian Rehabilitasi
Secara umum kata Rehabilitasi diartikan sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, namabaik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat, jika rehabilitasi dimaknai dalam asepek Rehabilitasi narkoba maka dapat diartikan sebagai proses pemulihan kembali terhadap korban/ pengguna/pemakai narkotika. kegiatan rehabilitasi atau terapi ini tidak hanya di tunjukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang di tangkap aparat. Tetapi juga ditunjukan kepada korban yang karena kesadarannya sendiri ingin sembuh dari ketergantungan obato-batan.[footnoteRef:8] [8:  Parasian Simanungkalit, 2011, globalisasi peredaran narkotika dan penananggulangannya di Indonesia, yayasan wajar hidup, Jakarta, hlm. 293] 

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orangyang memilki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. PusatRehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap sipasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukanperbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk di pusat Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandanganpositif terhadap kehidupan, oleh karena itu psikologi memainkan perananyang sangat besar dalam program Rehabilitasi, dan hal ini juga sangatpenting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yangmemungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang. Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yangtadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.  Apabila dikaitkan dengan disability pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, vocational serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Diperlukan koordinasi dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan team work menuju kearah tujuan akhir. 
Rehabilitasi merupakan pendekatan total, yang merupakan suatu pendekatan komprehenship, kesemuanya bertujuan membentuk individu yang utuh dalam aspek fisik, mental, emosional dan sosial agar ia dapat berguna. Rehabilitasi itu bukan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk para penyandang cacat, tetapi harus penderita sendirilah yang harus berusaha untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga ia dapat merubah dirinya sendiri menjadi manusia mandiri.[footnoteRef:9]  [9:  https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/ diakses pada tanggal 12 agustus, 2021] 

2.3.2 Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi
Tujuan rehabilitasi adalah:
1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran sertatanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupunmasyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakanfungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaansosial secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologisdan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yangmasih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.
Sasaran rehabilitasi adalah:
1. Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapikesulitan dan tingkah lakunya.
2. Membentuk sosok self identity yang lebih baik pada individu.
3. Memecahkan konplik yang menghambat dan mengganggu.
4. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkahlaku yang tidak diinginkan.
5. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupunkemampuan lainnya.
6. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinyasendiri dan dunia lingkungannya. 
7. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti danbermakna atau berguna.
2.3.3 Tahapan rehabilitas.
a. Tahapan Rehabilitasi
1. Bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga danmasyarakat
2. Motivasi kepada kelien agar dapat ikut serta dalam menyusunprogram rehabilitasi,
3. Meyakinkan pada klien; rehabilitasi akan berhasil kalau terdapatkerja sama tim ahli dan pasien.
4. Pemeriksaan terhadap diri klien.
b. Tahap pelaksanaan rehabilitasi,
1. Klien sudah menjalankan program rehabilitasi.
2. Klien mendapatkan pelayanan rehabilitasi yaitu rehabilitasi: medis, rehabilitasi, vokasional, dan rehabilitasi sosial.
3. Pelaksanaan ketiga jenis rehabilitasi ini berlangsung serempakdalam suatu periode.
4. Pelaksanaan rehabilitasi.
c. Tahap pembinaan hasil rehabilitasi.
1. Diberikan kepada klien yang sudah menjalankan program rehabilitasi dan dianggap sudah siap berdiri sendiri kembali kemasyarakat.
2. Untuk memantapkan hasil rehabilitasi klien masih dibina, dandilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betul dapatmenyesuaikan diri di masyarakat, dan apakah masyarakat mau menerima kehadirannya. 
3. Pada tahap ini biasanya dijadikan dua bentuk kegiatan; (1) kegiatan pra-penyaluran, (2) kegiatan penyaluran danpembinaan. Dengan terus-menerus dilakukan bimbingan diharapkan klien dapatmenjadi warga yang prodoktif, dapat berwirasembada.
d. Jenis-jenis Rehabilitasi
1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation )Rehabilitasi medis  adalah lapangan specialisasi ilmu kedokteranyang berhubungan  dengan penanganan secara menyeluruh(comprehensive  management) dari pasien yang mengalami gangguanfungsi/cedera  (impairment),  (musculos keletal),  susunan otot syaraf(system), serta ganggungan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertaiKecacatan tersebut.Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis
· Pemeriksaan fisik,
· Mengadakan diagnosa,
· Pengobatan dan pencegahan,
· Latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik
Tujuan rehabilitasi medis:
Pertama, jangka pendek.  Pasien segera keluar dari tempat tidurdapat berjalan tanpa atau dengan alat, paling tidak mampu memeliharadiri sendiri. Kedua, jangka panjang.  Pasien dapat hidup kembali di tangahmasyarakat, mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kemabali kepadakegiatan kehidupan semula, paling tidak mendekatinya.
2. Rehabilitasi karya (Vocational Rehabilitation)Istilah rehabilitasi vokasional berarti bagian dari  suatu  prosesrehabilitasi secara berkesinambungan dan  terkoordinasikan yangmenyangkut pengadaan pelayananpelayanan  di bidang jabatan sepertibimbingan jabatan  (vocational guidance),  latihan kerja  (vocationaltraining),  penenmpatan yang selektif  (selective placement),  adalahdiadakan guna memungkinkan para penderita cacat  memperolehkepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.Kegiatan dalam rehabilitasi vokasional meliputi:
· Kegiatan evaluasi,
· Bimbingan vokasional,
· Latihan kerja,
· Penempatan kerja dan follow-up,
Peserta program rehabilitasi vokasional adalah Individu penyandang cacat fisik atau mental, yang mengakibatkan individuterhambat untuk mendapatkan pekerjaan Adanya dugaan yang logis, masuk akal, bahwa pelayananrehabilitasi vokasional akan bermanfaatbagi individu untuk dapat mencari pekerjaan.
Pelayanan dalam bimbingan rehabilitasi vokasional seperti misalanyaadalah: 
1. Bimbingan dan Konseling
2. Pelayanan pemulihan, pemugaran, fisik, mental, psikologis, danemosional
3. Pelayanan kepada keluarga,
4. Pelayanan penterjemah, interpreter untuk tunarungu
5. Pelayanan membaca, pelayanan oreintasi dan mobilitasi bagi tuna-netra,
6. Pembekala keterampilan, tenaga rehabilitasi, intruktur, bersamadengan klien dan juga orang tua,
3. Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilitation) Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasipenderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruhpengaruh negative yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalamkehidupan di masyarakat.
Tujuan rehabilitasi sosial
· Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran sertatanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupunmasyarakat atau lingkungan sosialnya
· Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapatmelaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial
· Pencegahan; artinya mencegah timbulnya masalah social penca, baik masalah datang dari penca iru sendiri, maupun masalah yangdatang dari lingkungan penca itu.
· Rehabilitasi; diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaanmental, bimbingan keterampilan.
· Resosialisasi; adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkanpenca agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.Pembinaan tidak lanjut; diberikan agar keberhasilan klien dalamproses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan.
2.4 Pengertian Korban
Sebagai landasan yuridis tentang korban tindak pidana, Undang- undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, memberikan penegasan Pengertian korban seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 ,yang menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakpidana.Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniahsebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengankepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhankepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengankepentingan hak asasi yang menderita.
Dikdik M. Arief dan Elisantris Gultom menyatakan bahwa viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korbandan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (Out of man’s will).Pada tahap perkembangan ini pula, korban kejahatan bukan saja perorangan, tetapi meluas dan kompleks.Persepsinya tidak hanya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi pemerintahan, bangsa dan negara.Atau kelompok baik suasta ataupun pemerintah. serupa juga dinyatakan oleh Arif Gosita bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.[footnoteRef:10] [10: Rena yulia, 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kerjahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 45] 

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:[footnoteRef:11] [11: Arif Gosita, 2009. Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta: hlm. 75-76] 

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateril.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari pemerintah, kebijakan suasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya 
sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor dan banjir dan kebakaran yang ditumbulkan oleh kebijakan
 pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil dari pembagunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. 
Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsungpunjuga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban Yang dimaksud sebagai korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:
a) Nonparticipating victims  adalah mereka yangmenyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turutberpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
b) Latent or predisposed victims  adalah mereka yang mempunyaikarakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggarantertentu;
c) Propocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatanatau pemicu kejahatan;
d) Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari ataumemiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadikorban;
e) False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinyasendiri. No victimization, yaitu korba yang tidak dapat diketahui.
2.5 Korban dalam Aspek Viktimologi
Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans Von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelshohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latinvictima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[footnoteRef:12] [12:  Dikdik M. Arief mansur dan Elisatris Gultom, 2008. Urgensi perlindungan korban kejahatan,Antara norma dan Realita, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 34] 

Apabila berbicara mengenai korban kejahata, maka padangan kita tidak lepas dari viktimologis. Melalui viktimologis dapat diketahui berbagai aspek mengenai korban, seperti: faktor penyebab ternjadinya sebuah kejatahan, bagaimana seorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi korban kejahatan, hak dan kewajiban jorban kejahatan. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman yaitu:
1. Sebagai salah satu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya dimensional.
2. Sebagai salah satu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu dan masyarakat tertentu.
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial.Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban melainkan untuk memberi penjelasan mengenai peranan korban dalam suatu peristiwa pidana dan hubungannya dengan pelaku tindak pidana.Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi.Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan agar tidak menjadi korban tindak pidana struktral maupun nonstruktural.[footnoteRef:13] [13: Rena Yulia, 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta:Graha Ilmu),    hlm. 44] 

Dengan diperolehya pemahaman yang luas tentang korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan.
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase: Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja (penal or special viktimologi), fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan (general viktimologi), fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (new viktimologi).
2.6 Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang merupakan undang-undang baru ini, tentu mempunyaimaksud dan tujuannya. Adapun tujuan yang terdapat dalam Pasal 4 yang dirumuskan: Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:
a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsaIndonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagiPenyalah Guna dan pecandu Narkotika.
Bentuk perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan tindakpidana narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan ada 2 (dua) macam yakni pengobatan dan rehabilitasiterhadap korban maupun pelaku. Pada Pasal 53 ayat (3) tersebut di atasbahwa yang dimaksud dengan “bukti yang sah” antara lain suratketerangan dokter, salinan resep, atau label/etiket. Selengkapnyamengenai pengobatan ditentukan dalam Pasal 53 yang dirumuskan sebagai berikut:
(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau GolonganIII dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasiensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyaibukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/ataudibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidanaKejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kewajiban bagipemerintah dan instansi masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 bahwa  ”Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.Dalam Pasal 56 dirumuskan juga bahwa:
(1)  Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)  Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansipemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 57 bahwa selain melaluipengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Salah satutugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional adalah meningkat kankemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
Peraturan mengenai pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu dankorban penyalahgunaan narkotika diperkuat dengan terbitnya PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentangpelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika yang mana dalam Pasal3 dan Pasal 4 ayat (1) (2), dan (3) yaitu: Pasal 3 Wajib lapor dilakukan oleh:
a. orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur;dan
b. pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.
Pasal 4
(1) Wajib lapor pecandu narkotika dilakukan di institusi penerima wajib lapor.
(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembagarehabilitasi medis sebagai institusi penerima wajib laporditetapkan oleh menteri.
(3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai institusi penerima wajiblapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
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2.8 Definisi Operasional
1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
2. Asesman adalah proses penilaian berupa penelitian oleh tim terpadu BNN berisi tim dokter dan tim hukum untuk menghasilkan rekomendasi rehabilitasi.
3. Rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan efek kecanduan dari ketergantungan atas zat adiktif yang terkandung dalam narkotika yang dilakukan oleh pemerintah atas perintah undang-undang.
4. Rehabilitasi sosial adalah upaya memulihkan pecandu narkotika setelah melewati rehab medis, guna menyiapkan mantan pecandu untuk dapat beradaptasi pada lingkungan masyarakat dengan sikap mandiri, produktif serta mampu melakukan fungsinya di keluarga, lingkungan dan masyarakat.
5. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus.
6. Tindak pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas di bidang penanganan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau.





















BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
[bookmark: _Hlk508298947]Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu jenis penelitian yuridis empris yang merupakan gabungan antara penelitian doctrinal dan penelitian lapangan yang menurut Suratman dan Philips Dhillah adalah penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, sedangkan penelitian empiris merupakan istilah lain dari penelitian sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan karena data didapat langsung,[footnoteRef:14] dalam hal ini berupa data-data dilapangan mengenai rehabilitasi narkotika oleh BNN Kota Gorontalo. Sedangkan menurut Efendi dan Ibrahim, penelitian jenis ini dimaksudkan guna mengevaluasi kembali hukum yang bekerja di masyarakat (law in action.)[footnoteRef:15] Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mampu mengkaji kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. [14:   Suratman dan Philips Dhillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hal ]  [15:  Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim, 2018, Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta: Kencana,Hal. 150.] 

3.2 [bookmark: _Toc507328505]Objek Penelitian
Dalam penyusuan skripsi ini, yang menjadi obyek penelitian yaitu pelaksnaan Rehabilitas sosial bagi Penyalagunaan Narkotika di Kota Gorontalo.
3.3 [bookmark: _Toc507328506]Lokasi dan Waktu Penelitian
 (
33
)Adapun tempat dilakukannya Penelitian ini akan dipusatkan di Kota Gorontalo, pada Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo dan akan sesekali mencari data penunjang pada BNN Provinsi, serat Lembaga swasta penerima wajib lapor pecandu narkotika. Dengan estimasi waktu penelitian selama satu bulan pada bulan Juni -Juli 2022, atau segera setelah penelitisan ini dinyatakan layak.
3.4 Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang relevan dengan judul penelitian.
b. Sumber Data
1. Data primer, di mana data ini peneliti peroleh dari lokasi peneltian melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian pengelolaan secara sistematis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian. 
3.5 Populasi Dan Sampel
a. Populasi
Menurut Riduwan[footnoteRef:16], populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian, populasi merupakan ukuran generalisasi dari objek atau subjek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan mempunyai kuantitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh penulis dalam penelitian untuk ditarik kesimpulan. Jadi populasi pada dasarnya merupakan suatu objek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti yang mempunyai karakteristik dan kuantitas tertentu. Dalam usulan penelitian ini yang menjadia populasi adalah: [16:  Zainuddin Ali, 2014,  Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 31
 Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim, 2018, Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta: Kencana,Hal. 150.
] 

1. Petugas BNN Kota Gorontalo yang terlibat dalam rehabilitasi Pecandu Narkotika.
2. Pegawai di intitusi Intitusi Penerima Wajib Lapor.
a. Sampel 
Riduwan mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini. Sampel menurut Riduwan adalah keseluruhan dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya[footnoteRef:17]. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari: [17:  Ridwan, 2008, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 55-56] 

1. 1 Orang Petugas BNN Provinsi Gorontalo yang terlibat dalam rehabilitasi Pecandu Narkotika.
2. 2 Orang petugas di Intitusi Penerima Wajib Lapor.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:
a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
b. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat   dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3.7 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitas sosial penyalahgunaan narkotika akan dihimpun dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu memamaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya. Ksimpulan akan dikelompokan berdasarkan variable yang ada dalam kedua rumusan maslaha, sehingga mampu menjawab permasalahan pelaksanaan rehabilitasi social penyalahguna narkotika di Kota Gorontalo.





























BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Terhadap Korban Penyalagunaan Narkotika di Kota Gorontalo.
Sebelum penulis menguraikan terait dengan pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang dilakukan di lingkup BNN Kota Gorontalo, terlebih dahulu penulis menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk tabel terkait jumlah pemakai yang sedang mengikuti program rehabilitasi sosial di bekerjasama dengan institusi penerimaam wajib lapor Ummu Syahidah (IPWIL Ummu Syahidah) Tahun 2020-2021. Data yang telah diperoleh tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut ini.
Tabel I: Data Jumlah pecandu yang di rehap di Institusi Penerimaam Wajib Lapor   Ummu Syahidah
	No
	Tahun
	Rehab Jalan 
	Rehab Inap
	Jumlah

	1
	2020
	30
	-
	16

	2
	2021
	120
	25
	12

	3
	Jumlah Total
	150
	25
	174


(Sumber Data: IPWIL Ummu Syahidah, telah diolah)
 (
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)Dari data yang berhasil penulis temukan dalam penelitian, baik data sekunder maupun primer berupa wawancara, sangat jelas Ummu Syahidah dalamm melakukan rehabilitasi, terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi Inap dan rehabilitasi Jalan atau rehab ajalan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pelaku atau pecandu narkotika setelah tentunya menjalani proses assessment oleh BNN Kota Gorontalo. 
Sesuai dengan amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan dan Bidang Hukum dan Kerja Sama. Melalui kelima bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.
Menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, sebagai langkah dalam penyembuhan bagi korban penyalagunaan narkotika. Berdasarkan aspek yuridisnya, bagi korban penyalagunaan narkotika, memperoleh perlakuan hukum berdasarkan ayat 3 pasal 127 dan pasal 54 UU 35 Tahun 2009. Ayat tersebet menyebutkan bagi korban penyalagunaan narkotika, wajib mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan baik secara fisik maupun psikis serta pemberantasan narkotika. Tahapan-tahapan sebagaman dimaksud yaitu tahap pra rehabilitasi, tahap pelaksanaan rehabilitasi dan tahap pembinaan hasil rehabilitasi. Untuk lebih memahami setiap tahapan, berikut uraian masing-masing tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi. 
a. Tahap pra rehabilitasi meliputi: 
1. Bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga dan masyarakat. 
2. Motivasi kepada klien agar dapat ikut serta dalam menyusun program rehabilitasi
3. Meyakinkan pada klien rehabilitasi akan berhasil kalau terdapat kerja sama tim ahli dan pasien. 
4. Pemeriksaan terhadap diri klien. 
b. Tahap pelaksanaan rehabilitasi, meliputi: 
1. Klien sudah menjalankan program rehabilitasi. 
2. Klien mendapatkan pelayanan rehabilitasi yaitu rehabilitasi: medis, rehabilitasi, vokasional, dan rehabilitasi sosial. 
3. Pelaksanaan ketiga jenis rehabilitasi ini berlangsung serempak dalam suatu periode. 
c. Pembinanaan rehabilitasi, meliputi: 
1. Tahap pembinaan hasil rehabilitasi. Diberikan kepada klien yang sudah menjalankan program rehabilitasii dan dianggap sudah siap berdiri sendiri kembali ke masyarakat. 
2. Untuk memantapkan hasil rehabilitasi klien masih dibina, dan dilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betui dapat menyesuaikan diri di masyarakat, dan apakah masyarakat mau menerima kehadirannya. Pada tahap ini biasanya dijadikan dua bentuk kegiatan; (1) kegiatan pra penyaluran, (2) kegiatan penyaluran dan pembinaan.[footnoteRef:18]  [18:  Achmad Zulfikar Musakir, (2016), “Efektivitas Program Rehabilitas Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlatang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Tesis, untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 43-44.  ] 

 Rehabilitasi medis upaya pengobatan secara terpadu dari aspek medis yang bertujuan untuk sebagai pembebesan kecanduan dari narkotika. Rehabilitasi sosial adalah rangkaian upaya pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat sebagaimana pada pasal 54 UU 35/2009. Pelaksanaan reahbilitasi medis maupun rehabilitasi sosial berdasarkan informasi dari tim asesman terpadu untuk mengetahu kondisi yang bersangkutan.[footnoteRef:19] Selain itu pula berdasarkan putusan pengadilan dari penayalgunaan narkotika dengan golongan I, II dan III. Sebagaimana pada BNN Provinsi Gorontalo dan institusi penerimaam wajib lapor Ummu Syahidah (IPWIL Ummu Syahidah) sebagai perpanjangan tangan BNN secara struktural mempunyai bidang khusus menangani rehabilitasi.  [19:  Ayat 1 pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ] 

Bidang rehabilitasi tersebut bertugas dalam pelayanan secara terpadu perihal rehabilitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi, dan pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif  lainnya).[footnoteRef:20] Sebagai penetuan dalam pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada UU 30/2009 berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesemen serta berdasarkan putusan pengadilan.    [20:  Rasdianah, R., & Nur, F. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 5(2), 166-187.] 

4.1.1 Rehabilitasi atas Rekomendasi Tim asesmen terpadu (Tim Assesmen)
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwaa dalam hal rehabilitasi baik medis maupun rehab sosial, terdapat dua jalur yang ditempuh, yang pertama yakni reahabilitasi yang merupakan rekomendasi dari hasil Asesmen terpadu dilaksanakan oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT) berdasarkan UU 35/2009 tentang narkotika, Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), PP 25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Berita Negara Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. 
Selain itu Pembentukan Tim Assesmen berdasarkan peraturan bersama yaitu Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama, dimana dalam aturan ini pelaku yang tertangkap menggunakan narkoba wajib untuk mendapatkan proses asesmen dari TAT ( Tim Asesmen Terpadu ) yang di bentuk berdasarkan aturan tersebut. 
BNN Provinsi Gorontalo dengan program layanan rehabilitasi narkoba sebagai upaya penyelamatan para pecandu dan penyalahguna narkoba terdiri atas lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan rehabilitasi komponen masyarakat.[footnoteRef:21] Pelakasanaan rehabilitasi terdiri atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai langkah konkret pemerintah dalam upaya dalam mewujudkan P4GN.  [21:  Ibid.,hal: 170] 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Diki Rianto Uloli,[footnoteRef:22] menjelaskan bahwa: [22:  Wawancara dengan Bapak Diki Rianto Uloli, 12 Juni 2022] 

“Program rehabilitasi medis maupun sosial oleh BNN Provinsi Gorontalo berasal dari sukarela (voluntary) secara pribadi meminta layanan rehabilitasi kepada BNNP maupun petugas kesehatan atau dari terjaring razia oleh pihak berwajib (compulsary) dengan tindakan rehabilitasi yang berbeda-beda berdasarkan tingkat aditifnya, kondisi tubuh dan juga kesepakatan bersama keluarga. Adapun cara penanganannya, misalnya residen compulsary maka langkah awal yang dilakukan adalah dilakukan asesmen oleh tim assesmen terpadu.” 
Berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini,  yang memfokuskan pada tinjauan yuridis pelaksanaan program rehabilitasi sosial oleh BNNP Gorontalo terhadap korban penyalagunaan narkotika sebagaimana ditentukan berdasarkan pasal 127 UU 35/2009 tentang narkotika. Berbagai upaya rehabilitasi dilakukan sebagai langkah BNNP Gorontalo dalam pemulihan baik secara fisik maupun psikis bagi para korban penyalagunaan narkotika yang ada diwilayah BNNP Gorntalo, sebagai wujud pelksanaanya BBN bekerja sama dengan Lembaga swasta, khsusunya pada rehabilitasi sosial, dan bnn memfokuskan pada rehabilitasi medis.
Ruang lingkup penyelenggaraan reabilitas sosial oleh BNNP Gorontalo mengacu pada Pasal 4 Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya yaitu sebagai berikut.
a. Pencegahan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Pembinanaan lanjut (aftercare); dan
d. Perlindungan dan advokasi sosial.[footnoteRef:23]  [23:  Pasal 4 Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya ] 

Program-program pelaksanaan rehabilitasi sosial yang diselenggrakan BNNP Gorontalo sebagaimana dimaksud sebagai berikut.
Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.[footnoteRef:24] [24:  Pasal 10 Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya.] 

Secara teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan pada institusi penerimaam wajib lapor Ummu Syahidah (IPWIL Ummu Syahidah) Gorontalo yakni dilakukan oleh tim penyelenggara didalam dan/atau luar lembaga rehabilitas sosial sebagai berikut.
a. Pendekatan awal
b. Pengungkapan dan pemahaman masalah;
c. Rencana intervensi
d. Intervensi
e. Evaluasi
f. Terminasi
g. Bimbingan lebih lanjut[footnoteRef:25]	 [25:  Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial No. 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya] 

Pelaksanaan asesmen ini berlangsung lebih dari sekali dan maksimal selama 3 bulan untuk mengetahui efektivitas dari treatmen-treatment yang diberikan kepada pecandu maupun penyalagunaan narkotika.
4.1.2 Rehabilitasi atas Perintah Putusan Pengadilan
Pelaksanaan rehabilitasi selain berdasarkan hasil yang diperoleh dari tim assesmen, berdasarkan putusan pengadilan pula dijadikan dasar dalam pelaksanan rehabilitas oleh seorang pecandu atau pun penyalagunaan narkotika. Pasal 103 dan pasal 107 UU 35 Tahun 2009, sebagai dasar dalam memutuskan sesorang dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan golongannya.
Implementasi peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. “Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. 
Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil, Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.” Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri dalam “Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud 5 menemukan kebenaran materiil, Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya” 
Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Temy Habibi[footnoteRef:26] sebagai petugas yang tergabung dalam tim assessment menjelaskan bahwa: [26:  Wawancara dengan Bapak Temy Habibi, 14 Juni 2022] 

“Kebanyakan kasus rehabilitasi dilakukan berdasarakan putusan hakim di Pengadilan Negeri dalam hal ini PN Gorontalo dalam menjatuhkan semua perkara yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara faktor-faktor dasar pertimbangan hakim, selanjutnya terkait pelaku umumnya pelaku yang masuk di BNN Kota Gorontalo, merupakan pelaku yang telah lama mengkonsumsi narkotika, sehingga tingkat kecanduan sudah cukup tinggi, pada dasarnya rehabilitasi medis merupakan jenis rehabilitasi yang sering diupayakan oleh BNN, mengingat sifat kecanduan narkoba lebih awal menyerang fisik atau kondisi kecanduan yang dapat direhab secara medis, dengan memberikan obat-obatan yang dapat mereduksi sifat kecanduan yang telah menyerang syaraf, dibandingkan dengan rehab social yang hanya berorintasi pada upaya untuk memeberikan bekal mental bagi pecandu narkotika yang tergolong berat, yang sebelum masuk rehabilitasi, secara sosial telah terjadi perubahan sebelum menjadi pecandu dan setelah menjadi pecandu yang saat ini keseluruhan rehabilitasi sosial masih dilakukan di Lembaga swasta untuk di Gorontalo pada umunya di lakukan di IPWIL Ummu Syahidah”

Tahapan berukutnya setelah hakim yang pernah memutus perkara narkotika tersebut dengan sanksi berupa rehabilitasi maka bnn akan melakukan rehabilitasi, terkait penempatan BNN hanya melakukan rehabilitasi medis sedangkan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Lembaga swasta. Berbeda dengan rehabilitasi medis, pada Rehabilitasi sosial lebih berorientasi pada kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana sebelum mengenal narkotika.
Selain melalui pengobatan dan rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika sebagai bagian dari tanggung jawab BNN Gorontalo menyelenggarakan rehabilitasi sosial dengan mengakomodir partisipasi masyarakat melalu Lembaga swadaya, dalam hal ini penulis mengambil Institusi Penerimaam Wajib Lapor Ummu Syahidah (IPWIL Ummu Syahidah) sebagaia salah satu pelaksana rehabilitasi sosial di Gorntalo. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undnag-Undang No 35 Tahun 2009 diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Bekas pecandu narkotika disinilah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisikdan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan di Lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 
Rehabilitasi sosial dilakukan oleh Institusi Penerimaam Wajib Lapor Ummu Syahidah (IPWIL Ummu Syahidah) Gorontalo bekerja sama dengan BNN Provinsi Gorontalo merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga rehabilitasi suadaya masyarakat ini berada dalam pengawasan badan narkotika nasional provinsi, dinas sosial, dan juga dinas kesehatan. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah), pendekatan keagamaan, Pasca rehabilitasi/Tahap bina lanjut (after care), guna memberikan hasil maksimal dalam rehabilitasi para pecandu narkotika badan narkotika nasional Provinsi Gorontalo. Adapun 12 langkah yang merupakan proses standar rehabilitasi medis yang merupakan bagian dari buku saku bagi pecandu yang mengikuti rehab sosial yakni:
Berikut ini adalah teks 12 langkah dari program pemulihan yang dikenal sebagai Narcotics Anonymous (NA):[footnoteRef:27] [27:  Bnn bnn.go.id/yuk-kenali-12-steps-narcotics-anonymous-sebagai, diakses pada 14 Juni 2022.] 

1. Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi kita, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali
2. Kita tiba pada keyakinan bahwa kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri dapat mengembalikan kita kepada kewarasan
3. Kita membuat keputusan untuk mengalihkan niatan dan kehidupan kita kepada kasih Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan
4. Kita membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh seluruh dan tanpa rasa gentar
5. Kita mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, serta kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita
6. Kita menjadi siap secara penuh agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita
7. Kita dengan rendah hari memintaNya untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan kita
8. Kita membuat daftar orang – orang yang telah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk menebusnya kepada mereka semua
9. Kita menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain
10. Kita secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan bilamana kita bersalah, segera mengakui kesalahan kita
11. Kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan, berdoa hanya untuk mengetahui niatan Tuhan atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya
12. Setelah memperoleh pencerahan spiritual sebagai akibat dari langkah-langkah ini, kita mencoba ntuk membawa pesan ini kepada para pecandu, dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian kita.
Adapun standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika, meliputi antara lain: pelayanan detoksifikasi, pelayanan gawat darurat, pelayanan rehabilitasi (melalui model terapi komunitas, model minnesota, model medis, atau model lainnya), pelayanan rawat jalan non rumatan, pelayanan rawat jalan rumatan, dan pelayanan penatalaksanaan dual diagnosis.
Adapun indikator dari rehabilitas sosial yakni:
a. Dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. 
b. Diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan/atau rujukan.
Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat refresif-kuratif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika dengan bentuk pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.
4.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitas Sosial terhadap Korban Penyalagunaan Narkotika di Kota Gorontalo
4.2.1 Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Rehabilitasi Sosial
Pelaksanaan rehabilitasi telah dicanangkan oleh pemerintah namun sampai saat ini secara prosedural standar rehabilitasi belum ada aturannya. Prosedural yang dilakukan Balai Rehabilitasi BNNP Gorontalo melakukan rehabilitasi medis biasanya hanya sebulan (1) yang di sebut sebagai pemutusan zat (detoksifikasi) proses selanjutnya di lakukan pengobatan simptomatik merupakan pengobatan yang bertujuan meringankan atau menyembuhkan gejala, bukan mengobati sumber penyakit
Dalam permasalahan yang sering terjadi dalam merealisasikan rehabilitasi terkendala baik dalam bidang hukum maupun anggaran ataupun fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai. Seperti anggaran yang direalisasikan dan tempat seperti balai sering kali tidak proporsional dengan jumlah korban penyalagunaan narkotika yang ada. Sehingga sering kali untuk rehabilitasi medis dilaksanakan dengan cara rawat jalan. Selain dari pada itu, terdapat beberapa kendala misalnya SDM yang belum berkompeten dalam menangani dan merahabilitasi secara medis maupun sosial sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan bersama.
Selain itu juga terdapat polemik yang menjadi kendalah bagi masyarakat dimana dihadapkan dengan situasi ketakutan untuk melaporkan tindak pidana penggunaan narkotika, sebagaimana telah diatur peranan serta masyarkat dalam pemberantasan narkotika.
Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.[footnoteRef:28] [28:  Pasal 107 UU 35/2009] 

Ketakutan dalam konteks ini, yang akan menghambat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BNN Kota Gorontalo, terkait pelakasanaan rehabilitasi narkotika yang dilakukan oleh BNN Kota Gorontalo berjalan sebagaimana yang diamanahkan oleh UU UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun selama ini pelaksanan melalui program rehabilitasi masih menemui kendala-kendala yang menjadi hambatan di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional kota Gorontalo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Petugas BNN Kota Gorontalo yaitu bapak Ir. Iroy Bau, selaku Kepala Bidang Kemasyarakatan BNN Kota gorotalo menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi yaitu:
Semakin hari korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, para korban ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, dari anak-anak sampai yang sudah tua sekalipun. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut terus-menerus, bukan tidak mungkin akan menghancurkan generasi penerus bangsa di kemudian hari. Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam  Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa  Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada  dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban  penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  Dalam wawancara penulis dengan Bapak Temy Habibi[footnoteRef:29] selaku Bagian rehabilitasi di IPWIL Ummu Syahidah Kota Gorotalo menjelaskan bahwa: [29:  Bapak Temy Habibi, 14 Juni 2022] 

“Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN, karena memang kami selalu mendapatkan pasien dari BNN. Takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba. Masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis). Itu adalah 3 alasan utama yang menjadi kendala BNN Gorontalo untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba” 

Dalam beberapa kasus penangkapan pecandu narkoba, mereka terbukti tidak terlibat dalampengedaran narkoba, dengan kata lain mereka hanya sebagai pengguna saja. Untuk kasus seperti ini, setelah vonis pengadilan diputuskan maka para pengguna tersebut dapat diajukan untuk menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika setiap pengguna narkoba yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhakmengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. 
Melihat hal tersebut, Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal. Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika masih terdapat beberapa kendala seperti kadang para pengguna narkoba baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, seharusnya sebelum terjerat hukum ataupun setelah terjerat hukum, setiap pengguna narkoba harus segera mendapatkan pertolongan melalui suatu rehabilitasi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka, bila ada yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu narkotika.
Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika yaitu program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Masyarakat pedesaan banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkotika dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkotika sehingga banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan para pelaku pengguna narkotika ini tidak mengikuti rehabilitasi. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kendala pelaksanaan rehabilitasi ini. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi BNN akan program-programnya ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya lembaga rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasusnarkotika baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri. Pelaku pengguna narkotika ada yang bersedia secara sukarela mengikuti program pemulihan di rehabilitasi narkoba, namun lebih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah rehabilitasi.
Salah satu tugas utama BNN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden, yaitu melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).[footnoteRef:30] Selain itu pula berkordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia serta bersinergi dengan semua elemen masyarakat dalam mewujudkan negara bebas narkoba. Lebih lanjut pernan masyarakat dalam bersinergi melawan kejahatan narkoba, ditegaskan pula dalam UU 35/2009. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk dapat berkontribusi dalam hal melaporkan keluarga maupun orang yang mereka ketahui mengkonsumsi Narkotika. Sehingganya masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam mengurangi angka tindak pidana Narkotika.[footnoteRef:31] Peran serta masyarakat ini kemudian dimanatkan dalam Pasal 104, 105 dan 106 BAB XIII Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bab ini pula menegaskan bagi orang tua atau wali dari pecandu dapat melaporkan keluarganya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: [30:  Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)]  [31:  Putra, R. A. (2016). Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar). Universitas Hasanuddin Makassar. Retrieved from https://core. ac. uk/download/pdf/77629827. pdf.] 

“(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Jika terdapat orang tua atau wali yang mengetahui bahwa keluarganya menggunakan Narkotika tetapi tidak melaporkannya maka orang tua atau wali tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
“Orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (eman) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”
Setiap orang dianggap tahu, bila setiap aturan telah dituangkan dalam sebuah Undang-Undang negara dan hukum bersifat memaksa. Namun ada baiknya apabila semua masyarakat benar-benar mengetahui program rehabilitasi ini dan bukan hanya dianggap tahu tentang hal tersebut. Hal ini dapat terjadi dengan cara sosialisasi yang dapat dilakukan oleh instansi terkait. Tentunya peranan pemerintah sangat dibutuhkan baik berupa anggaran, sistem maupun pengawasan. Karena suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan maksimal ketika tidak didukung oleh anggaran yang memadai, sistem yang benar dan juga pengawasan yang tidak maksimal. 
4.2.2 Sarana Dan Prasarana
Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam Rehabilitasi Sosial Di kota Gorontalo ialah masih kurangnya sarana dan prasarana untuk rehabilitasi sosial. Permasalahan lain yang di hadapi oleh pihak Ipwl Ummu Syahidah yang menjadi satu-satunya lembaga rehabilitasi sosial di lapangan ialah mengenai kebijakan ‘narkotika bukan di atur oleh daerah melainkan di atur oleh pusat’ yang mana provinsi mau dan bisa untuk full membantu lembaga Rehabilitasi Sosial tapi terhalang dengan kebijakan tersebut.
Salah satu hambatan yang di hadapi ialah kurangnya kesadaran serta rasa takut pengguna narkotika untuk melapor ke pihak ipwl, juga adanya kekhawatiran Orang tua/wali atau keluarga jika anaknya/keluarganya  akan dipenjara setelah melapor, perlu diketahui bahwa seseorang yang sudah menjadi pecandu narkotika apabila langsung melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor akan segera ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yakni IPWL akan melakukan asesmen kepada pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu, asesmen ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis pecandu narkotika, setelah melakukan asesmen akan diberikan kartu lapor diri dan tidak akan dipenjara.
Ketakutan ini juga masih menjadi alasan para keluarga yang anggota keluarga mereka merupakan pengguna narkotika, ketakutan ini apabila melapor dan menjalani rehabilitasi anaknya akan berhenti sekolah, orang tua/ wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, rata-rata usia anaknya 18 (tahun) kebawah jadi orangtua pecandu menganggap apabila anaknya menjalani rehabitasi medis dan sosial, jenjang pendidikan anaknya akan berhenti dan berdampak buruk pada masa depan anak, dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor pecandu narkotika menyebutkan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua/wali atau keluarga sehingga Institusi Penerima Wajib Lapor akan merujuk ke Institusi yang memiliki kemampuan tersebut, jadi pecandu yang menjalankan rehabilitasi medis berupa terapi sesuai dengan rujukan dari Institusi Penerima Wajib Lapor serta permintaan pecandu, orang tua/wali atau keluarga dapat melakukan kegiatan sekolah sesuai dengan jadwal anak.
Hal ini diakui oleh salah satu petugas BNN Kota Gorontalo, dalam wawancara penulis dengan Bapak Ir. Iroy Bau[footnoteRef:32] selaku Kepala Bidang Kemasyarakatan BNN Kota Gorotalo mengungkapkan bahwa: [32:  Wawancara dengan Bapak Ir. Iroy Bau, 19 Juni 2022] 

“Kurangnya  pengetahuan masyarakat Orang tua/ wali dari anak pecandu narkotika tidak tega untuk melaporkan anaknya, sebagai orang tua meskipun anak melakukan kesalahan yang dapat membuat orang tua marah tapi seringkali orang tua tidak tega untuk memarahi anak mereka, meskipun seorang anak yang menjadi pecandu narkotika merupakan suatu penderitaan bagi keluarga karena anak merupakan harapan dari orang tua dan dalam kehidupan, orang tua memiliki kasih yang besar bagi anaknya karena hal itulah orang tua tidak tega untuk melaporkan anak mereka ke Institusi Penerima Wajib Lapor dengan dasar bahwa nantinya akan menganggu sekolah sih anak, pergaulan mereka dan hal lainnya. Namun sesungghnya karena ketidktegaan orang tua itulah yang dapat membuat sih anak lebih tersiksa nantinya jika dikemudian hari anak mereka terjerat hukuman pidana, bahkan tidak jarang yang dating ke kami yaitu pecandu yang merupakan pengguna lama, dan tingkat kecanduan yang cukup berat, apalagi yang tertangkap tangan, tentunya proses hukum dapat mengganggu proses rehabilitasi yang dilakukan oleh kami” 
Seperti Wajib Lapor, pelaksanaan Rehabilitasi juga memiliki beberapa kendala yang sering dihadapi karena semakin hari korban penyalahgunaa Narkotika semakin meningkat, para korban ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, dari anak-anak sampai yang sudah tua sekalipun. Apabila hal ini dbiarkan berlanjut terus-menerus, bukan tidak mungkin akan menghancurkan generasi penerus bangsa di kemudian hari. Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam beberapa kasus penangkapan pecandu, mereka terbukti tidak terlibat dalam pengedaran narkoba, dengan kata lain mereka hanya sebagai pengguna saja, seperti dalam Pasal 103 Undang-undang No 35 tahun 2009 hakim memiliki hak untuk menjatuhkan pelaku penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. Dengan adanya Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini setiap pengguna narkotika yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja maka mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. melihat hal tersebut undang-undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu/pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan kehidupan secara sehat dan normal.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat beberapa kendala juga seperti Wajib Lapor, kadang para pengguna narkotika baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga agar peka terhadap anggota keluarga mereka. Kendala lain yang dihadapi yaitu program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orangorang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba khususnya para anak muda yang karena pergaulan salah mereka maka mudah terjerumus, masyarakat pedesaan banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkotika dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkotika ataupun rehabilitasinya sehingga banyak pelaku penyalahgunaan narkotika tidak mengikuti rehabilitasi. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi ini. Padahal masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, hal ini tentunya terkait dengan kurangnya sosialisasi BNN akan programprogramnya ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya lembaga rehabilitasi kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasus narkotika baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri.
Pelaku penyalahgunaan narkotika ada yang bersedia secara sukarela mengikuti program pemulihan di rehabilitasi narkoba, namun lebih banyak pecandu yang menolak untuk terisolisir di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkotika menganggap kehidupan direhabilitasi narkoba merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakaw. Agar pecandu dapat terbebas dari narkotika keluarga harus memahami bahwa ini merupakan langkah yang tepat bagi kehidupan pecandu selanjutnya meskipun harus dilakukan secara paksa.
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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo dilakukan dengan bentuk Kerjasama antara BNN Provinsi, Dinas sosial dan Lembaga rehabilitasi sosial dalam hal ini institusi penerimaam wajib lapor Ummu Syahidah Gorontalo. Proses pelaksanaan diawali dari adanya rekomendasi tim asesman atau putusan pengadilan dengan tahapan pelaksanaan berupa program therapeutic communities (TC) terapi komunitas dengan 12 steps (dua belas langkah), Pasca rehabilitasi/Tahap bina lanjut (after care), yang bertujuan memulihkan mental maupun sosial agar bekas pecandu pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui beberapa pendekatan, diantaranya melalui pendekatan keagamaan, dan keterampilan sebagai pembekalan sosial.
2.  (
61
)Adapun Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika di Kota Gorontalo selain masih minimnya unit penyelenggara rehabilitasi dan BBN belum melakukan itu, masyarakat juga masih minim pemahaman bahwa para pecandu atau pemakai narkotika yang melaporkan diri tidak dipidana bahkan berhak untuk direhabilitasi dan tidak dipungut biaya, selain itu masih adanya kehawatiran dan ketakutan para orang tua atau pihak keluarga dengan ancaman pidana atau proses hukum ketika merka untuk melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN, disamping khawatir terhadap rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba, 
5.2. Saran 
	Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis sebagai berikut: 
1. BNN Kota Gorontalo, sekiranya lebih mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkotika terutama menganai peran penting keluarga atau lingkungan sekitar dalam mendeteksi dan melaporkan ketika ada pengguna atau pecandu narkotika, sehingga ketika terjadi dapat segera di rehabilitasi guna mengurangi tingkat penyalahgunaan dan akibat yang lebih fatal ketika kecanduan sudah mengarah ke gangguan mental.
2. Bagi pemerintah Kota Gorontalo, agar lebih memaksulakan rehabilitasi berkelanjutan, anatar medis dan rehab sosial, khsusunya meningkatkan penganggaran dana dan sarana serta fasilitas untuk membuat serta mendirikan panti rehabilitasi sosial baik milik pemerintah ataupun memaksimalkan Kerjasama dengan pihak swasta, dalam hal ini panti rehabilitasi sosial di Gorontalo.
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